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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 

Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Tangga Rasa 

belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya 

masyarakat yang mengadakan pesta malam tanpa izin resmi, 

yang menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang 

mengakar, kurangnya pemahaman masyarakat, serta 

anggapan bahwa kegiatan kecil bukan pelanggaran. 

Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun belum efektif. 

SOP perizinan juga belum dipahami dengan baik, sementara 

koordinasi antarinstansi masih lemah dan pengawasan belum 

berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang belum 

tegas menyebabkan pelanggaran terus terjadi. 

2. Tinjauan siyasah idariyah menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip 

pemerintahan Islam. Hal ini terlihat dari belum tercapainya 
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kemaslahatan, lemahnya penegakan keadilan, serta belum 

optimalnya amanah aparat dalam menjalankan tugas. 

Rendahnya kepatuhan masyarakat juga menunjukkan belum 

terwujudnya ketaatan kepada ulil amri, sementara upaya 

pencegahan kerusakan (sadd al-dzari‟ah) belum berjalan 

efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah idariyah 

dalam mewujudkan kemaslahatan dan tata kelola 

pemerintahan yang baik.  

B. Saran 

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 

2018 secara lebih intensif, jelas, dan berkelanjutan agar 

mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya 

penguatan koordinasi antarinstansi seperti pemerintah desa, 

kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan TNI agar pengawasan 

dapat dilakukan secara terpadu. Penegakan hukum juga harus 

dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. 
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2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

hukum. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk tanggung 

jawab memelihara situasi lingkungan agar tetap aman, Dan 

juga masyarakat juga diharapkan tetap melestarikan budaya 

dan tradisi, namun disesuaikan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku agar tidak menimbulkan pengaruh negatif yang 

dapat mengganggu kehidupan sosial, ketertiban masyarakat, 

serta kenyamanan lingkungan sekitar. 
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